





Bab ini membahas tentang: 1) Konsep Penelitian, 2) Hasil Penelitian yang 
Relevan, 3) Kerangka Pikir dan 4) Hipotesis. 
A. Konsep Penelitian 
1. Pemahaman Pemilihan Umum 
Menurut KBBI Pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya 
mengerti benar dalam suatu hal. Pemahaman (comprehention) diartikan sebagai 
suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 
dapat mengiterpretasikan materi tersebut dengan benar.  
Sudjana (2016: 24) menyatakan bahwa pemahaman adalah tipe hasil 
belajar yang setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, misalnya menjelaskan 
dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, 
memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk 
penerapan pada kasus lain. 
Pemahaman Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan keadaan dimana 
seseorang dapat mengerti dengan benar dan mengetahui segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pemilihan umum.  Secara umum Pemahaman pemilihan 
umum meliputi: Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan Pemilihan Umum, Hak 






a. Pengertian Pemilihan Umum 
Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu 
bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, 
yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. 
Menurut Gaffar dalam Efrizal (2012) pemilu adalah sarana utama 
mewujudkan demokrasi dalam suatu Negara. Substansi pemilu adalah 
penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan 
pemerintahan sebagai penyelenggara Negara. Suara rakyat diwujudkan dalam 
bentuk hak pilih, yakni hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. 
Sedangka menurut Efriza (2012) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi 
rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern. 
Pemilihan Umum merupakan suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang 
akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak 
asasi warga negara dalam bidang politik. (Syarbaini, 2011: 141) 
Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 1 tentang Pemilihan Umum bahwa 
“Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Angora Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang dilaksanakan secara langsus, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 




Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum 
merupakan suatu bentuk dari kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi, 
dimana rakrat dapan mengapresiasilan hak suaranya untuk memilih perwakilan-
perwakilan rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan. 
b. Tujuan Pemilihan Umum 
Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 
pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang 
kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan 
pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan 
UUD NRI Tahun 1945 
Menurut Priatmoko (2003:19) Pemilihan Umum dalam pelaksanannya 
mempunyai tiga tujuan, yaitu: 
1) Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan 
alternative kebijakan umum (public policy). 
2) Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari 
masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melewati wakil-wakil yang 
sudah dipilih atau partai yang memenagkan kursi sehingga integrasi 
masyarakat tetap terjamin. 
3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, pergerak atau penggalang dukungan 
rakyat kepada negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses 
politik. 
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulka bahwa Pemilu 
diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, 
serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh 
dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 




c. Hak Warga Negara dalam Pemilihan Umum 
Hak warga Negara dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2003 tentang Pemilu. 
1) Hak memilih dalam pemilu 
Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat dan berinteraksi 
karena merupakan hak asasi manusia tersebut telah ditetapkan pada siding 
umum tentang hak asasi manusia dalam berpolitik, yang isinya adalah: 
a) Hak untuk memilih dan menyatakan pendapat dengan tenang. 
b) Hak untuk berserikat dan berkumpul. 
c) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. 
d) Hak untuk ikut serta dalam pemilu. 
e) Hak kebebasan menentukan status politik. 
f) Hak untuk memilih dan dipilih. 
g) Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam 
Negara. 
2) Hak dipilih dalam pemilu 
Menurut UU PEmilu Nomor 23 Tahun 2003 ada syart-syarat untuk bisa 
dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dapat menggunakan 
hak untuk dipilih, maka harus memenuhi: 
a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b) Warga Negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. 




d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
e) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indeonesia. 
f) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 
memerikas laporan kekayaan penyelenggara Negara. 
g) Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara 
badan hokum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 
keuangan Negara. 
h) Tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan. 
i) Tidak Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. 
j) Tikdak pernah mekakukan perbuatan tercela. 
k) Terpilih sevagai pemilih. 
l) Memiliki NPWP dan telah melaksanakan pajak selama lima tahun 
terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak 
penghasilan wajib pajak orang pribadi. 
m) Memiliki daftar riwayat hidup. 
n) Belum pernah menjabat Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali 
masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
o) Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik 




p) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindaka pidana makar 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kakuatan hokum 
tetap. 
q) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. 
r) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 
s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 
termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung 
dalam G30S/PKI. 
t) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 
d. Asas Pemilihan Umum 
Pelakasaan pemilihan umum terdapat asas-asas yang digunakan. Menurut 
Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 2 “ pemilu dilaksanakan berdararkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Menurut Syarbaini, dkk 
(2011) pada umumnya diberbagai negara menerapkan beberapa asas pemilihan 
umum sebagai berikut: 
1) Langsung 
Langsung artinya warga negara yang sudah behak memilih dapat secara 
langsung memilih partai atau kelompok peserta pemilihan umum tanpa 
perantara. 
2) Umum 
Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang 
sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis 
kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya. 
3) Bebas 
Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai 




untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa adanya tekanan dan paksaan 
oleh siapa pun. 
4) Rahasia 
Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin 
kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 
dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain. 
5) Jujur 
Jujur artinya semua pihak yang beehubungan dengan pemilu wajib berlaku 
dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
6) Adil 
Adil artinya didalam pelaksanaanya pemilihan umum, masing-masing 
pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga 
bebas dari kecurangan pihak manapun. 
 
2. Partisipasi Politik 
a. Pengertian Partisipasi 
Setiap manusia memiliki kehidupan yang dinamis yang selalu 
berdampingan dengan lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga, kerja, 
organisasi, maupun lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan tersebut 
terdapat berbagai kegiatan dan aktivitas yang melibatkan semua anggota atau 
masyarakat. Kegiatan ini sering memunculkan berbagai masalah dan persoalan, 
sehingga diperlukan partisipasi semua elemen masyarakat untuk memecahkannya 
sehingga kegiatan dapat terlaksana. Seperti yang diungkapkan Rosabeth Moss 
Kanter (dalam Keith Davis dan John W. Newstrom, 2000): tanpa menghiraukan 
bagaimana partisipasi itu berlangsung dengan baik, seseorang tidak akan 
memecahkan semua masalah organisasi. 
Kenanga (2014:134) menyebutkan Partisipasi merupakan suatu 




bertanggung jawab didalamnya. Inti dari partisipasi adalah keterlibatan mental, 
emosi dan tanggung jawab seseorang dalam sebuah kegiatan. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
merupakan keterlibatan seseorang secara mental dan emosional dalam 
berkontribusi dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan berbagi 
tanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam kegiatan tersebut. 
b. Pengertian Partisipasi Politik 
Partisipasi politik (Budiardjo 2012) adalah kegiatan seseorang atau 
kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dengan 
jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung 
memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).  
Partisipasi politik (Sitepu, 2012) adalah suatu kegiatan dari warga negara 
baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan 
kebijakan-kebijakan pemerintahan dapat dilakukan oleh indivisu-individu 
maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. 
Partisipasi Politik (Damsar 2015) dapat dijelaskan sebagai turut ambil 
bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan public (public 
life) pemerintahan (government), negara (state), konflik dan resolusi konflik 
(conflict and conflict resolution), kebujakan (policy), pengambilan keputusan 




Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
politik merupakan keikut sertaat seseorang dalam kehidupan politik atau 
kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kebijakan Publik. 
c. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 
Setiadi dan Usman (2013: 146-148) menyatakan bahwa Partisipasi Politik 
dapat dibagi menjadi lima bentuk yaitu: 
1) Kegiatan yang berkenaan dengan Pemilihan Umum, kegitaan ini Antara lain 
menjadi calon dalam pemilihan umum, memilih dalam pemilihan umum, 
memberikan sumbangan untuk dana kampanye partai atau calon tertentu, 
bekerja pada salah satu unit kegiatan dalam proses pemilihan umum, dan 
menjadi pendukung setia dan fanatik partai politik satu calon tertentu. 
2) Lobbying, kegiatan ini merupakan kegiatan indivisu atau kelompok untuk 
mempengaruhi secara langsung dengan pejabat pemerintah atau pemimpin 
politik tertentu dalam rangka mendukung atau menentang suatu rancangan 
keputusan pemerintah tertentu. 
3) Kegiatan Organisasi Politik, 
4) Kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan, pada 
kegiatan ini yang mengadakan kontak ini biasanya seorang individu actor 
politik, misalnya dengan mengirim surat kepada pejabat pemerintah yang 
berwenang atas hal yang dituntut atau yang diperlukannya. 
5) Memengaruhi proses politik dengan kekerasan, secara umum kegiatan 
politik yang bersifat kekerasan ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:  
a) kegiatan politik yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti 
pemimpin politik atau pemerintahan yang ada dengan cara politik 
kudeta atau pembunuhan politik (political assassination). 
b) Kegiatan politik yang bertujuan untuk mengubah kebijakan umum yang 
ada seperti protes, hura-hura, demonstrasi dan pemberontakan. 
c) Kegiatan politik yang bertujuan mengganti seluruh sistem politik yang 
ada. Seperti revolusi. 
 
Menurut Nofitra (2016: 5) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan 
menjadi tiga tujuan yaitu: 
1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuk 
beserta sistem politik yang disusunnya. Partisipasi ini diwujudkan dalam 
bentuk mengirim utusan pendukung ke pusat pemerintahan, memilih calon 
yang ditawarkan oleh organisasi politik yang dibina ataupun dikembangkan 




2) Partisipasi politik dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukan kelemahan 
penguasa dengan harapan supaya penguasa mengubah harapan atau 
memperbaiki kelemahan tersebut. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk 
petisi, resolusi, mogok, demonstrasi dan sebagainya. 
3) Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud 
menjatuhkannya sehingga terjadi perubahan pemerintah atau sistem politik. 
 
d. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 
Partisipasi politik terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
partisipasi itu sendiri. Nofitra (2016: 5) menyatakan bahwa dalam ada empat 
faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yaitu: 
1) Pendidikan, merupakan suatu kegiatan meningkatkan pengetahuan seseorang 
termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan 
memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan 
mencapai tujuan. Oleh karena itu, pendidikan yang tinggi dapat memberikan 
informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, serta dapat 
mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan 
kemampuan berpolitiknya. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan 
masyarat, menjadi tinggi pula kesadaran politiknya dan semakin rendah 
tingkat pendidikannya, maka makin rendah tingkat kesadaran politiknya. 
2) Perbedaan jenis kelamin dan Status Sosial dan Ekonomi juga dapat 
mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Tingkat 
partisipasi politik erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi. 
3) Media Massa berfungsi sebagai penyampai informasi tentang perkembangan 
politik nasional maupun local. 
4) Aktivitas kampanye, biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat 
mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk 
memberikan suara. 
 
e. Tipologi Partisipasi Politik 
Menurut A. Rahman H.I (2007:288) menyatakan bahwa secara umum 
tipoligi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi: 
1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan 
output. 
2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output. 
Artinya hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan 




3) Golongan Putih (golput), yaitu kelompok apatis yang tidak berorientasi pada 
proses inpu maupun outpur, karena menggap sistem politik yang ada 
menyimpang dari yang dicita-citakan. 
Sedangkan menurut Olsen yang dikutip olhe A. Rahman H.I (2007: 289) 
memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi 
partisipasi menjadi enam lapisan yaitu:  
1) pemimpin politik, 2) aktivitas politik, 3) komunikator (orang yang 
menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada 
orang lain), 4) warga masyarakat, 5) kelompok marginal (orang yang sangat 
sedikir mekakukan kontak dengan sistem politik) dan 6) kelompok yang 
terisolir (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). 
3. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
Direktorat Pembinaan Kesiswaan menyebutkan dalam Panduan OSIS 
bahwa, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan suatu organisasi yang 
berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). OSIS diurus dan dikelola 
oleh siswa-siswa yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. 
Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat 
OSIS itu berada. Dalam upaya mengenal, memahami dan mengelola OSIS perlu 
kejelasan mengenai Pengertian, Tujuan, dan Fungsi OSIS. 
a. Pengertian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
Pengertian OSIS meliputi: 
1) Secara Semantis 
Di dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 




sekolah adalah OSIS. OSIS adalah Organisasi Intra Sekolah yang masing-
masing kata mempunyai pengertian, sebagai berikut:   
a) Organisasi: Secara umum adalah kelompok kerja sama Antara pribadi yang 
diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini 
dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang 
dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung 
terwujudnya pembinaan kesiswaan.   
b) Siswa: Siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh 
atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.   
c) Intra: Berarti terletak di dalam dan di Antara. Sehingga suatu organisasi 
siswa yang ada didalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan.   
d) Sekolah: Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan 
kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah atau Sekolah yang sederajat. 
2) Secara Organis 
OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh 
karena itu, setiap sekolah wajib membentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah 
(OSIS) yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di 
sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar 
sekolah.   
3) Secara Fungsional 
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang 




OSIS adalah sebagai salah satu dari empat jalur pembinaan kesiswaan, di 
samping ketiga jalur yang lain yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, 
dan wawasan wiyatamandala.   
4) Secara Sistemik 
Apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat 
kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Dalam hal ini OSIS dipandang sebagai suatu sistem, dimana 
sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan 
organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu, OSIS dipandang 
sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok, yaitu: 
a) Berorientasi pada tujuan   
b) Memiliki susunan kehidupan berkelompok   
c)  Memiliki sejumlah peranan 
d)  Terkoordinasi   
e)  Berkelanjutan dalam waktu tertentu 
b. Tujuan OSIS 
Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dapat dicapai, begitu 
pula dengan OSIS ada beberapa tujuan yang hendak dicapai.  Adapun rincian 
tujuan yang penulis ambil sumber web Wirahadie, antara lain: 
1) Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa. 
2) Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam 




3) Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam 
kontek kemajuan budaya bangsa. 
4) Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air 
dalam era globalisasi 
5) Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja 
sama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. 
6) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya 
artistik, budaya dan intelektual. 
7) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 
Oleh karena itu dengan adanya tujuan OSIS tersebut diharapakan akan 
munculnya bibi-bibit generasi muda yang unggul dalam nilai keagamaan yang 
diserati sikap jujur, displin,dan tanggung jawab sehingga dapat memunculkan 
jiwa kepemimpinan. 
c. Fungsi OSIS 
Salah satu ciri pokok suatu organisasi adalah memiliki berbagai macam 
fungsi, demikian dengan OSIS sebagai suatu organisasi memiliki beberapa fungsi 
dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah 
(2008) sebagai pedoman Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah dan 
dijelaskan bahwa Osis memiliki 3 fungsi yaitu:  
1) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Wadah  
Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan 




mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. OSIS sebagai wadah 
organisasi artinya tempat dimana para siswa melakukan kegiatan bersama, 
bertukar ilmu, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat untuk mencapai 
tujuan dan cita-cita bersama.   
2) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Penggerak / Motivator OSIS 
sebagai motivator artinya mempengaruhi semangat para siswa untuk berbuat 
dan melakukan kegiatan bersama-sama dalam mencapai tujuan. Motivasi 
adalah suatu perangsang dan dorongan bagi seseorang agar dapat melakukan 
sesuatu yang lebih baik dan produktif. Sedangkan motivator adalah yang 
melakukan suatu dorongan tersebut.   
3) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Pembinaan Siswa 
OSIS sebagai pembinaan kesiswaan merupakan jalur pembinaan yang 
berusaha memberi bekal pengetahuan dan pengalaman kepada siswa untuk 
memimpin dirinya, orang lain, dan lingkungannya dalam mengikuti kegiatan 
sekolah dan kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
untuk mencapai keberhasilan pendidikan siswa di sekolah. 
d. Prisip Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
Supriatna (2010: 2) menyebutkan OSIS sebagai bagian dari kegiatan 
ekstrakurikuler memiliki prinsip sebagai berikut: 
1) Individual: Prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan 
dan menjadi pilihan sehingga diikuti secara sukarela oleh peserta didik. 
2) Pilihan: prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan 




3) Keterlibatan Aktif: prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut atau 
mewajibkan keikutsertaan dan partisipasi peserta didik secara penuh. 
4) Menyenangkan: prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai 
dan menggembirakan peserta didik. 
5) Etos Kerja: prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat 
peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil baik secara inndividu 
maupun secara kelompok. 
4. Pemilihan Ketua OSIS 
Pemilihan ketua dalam pemilihan ketua OSIS ini tidak sama dengan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang harus melalui partai dan beberapa 
persyaratan tertentu melainkan dalam pemilihan ketua OSIS ini siapa saja dapat 
mencalonkan namun harus bisa bertanggung jawab, bisa membagi antara belajar, 
organisasi dan bisa menjalankan semua tugas kepemimpinannya sesuai dengan 
visi misi sekolah. 
Sama halnya dengan pemilu yang asli pemilihan ketua OSIS (PILKAOS) ini 
akan dilaksanakan semirip mungkin dengan yang asli. Misalnya: surat suara yang 
dibuat mirip seperti aslinya, pengurus OSIS lama yang menjadi PPS (Panitia 
Pemungutan Suara, waka kesiswaan yang menjadi dan kepala sekolah menjadi 
KPU pusat. Jika salah satu calon belum puas dengan hasil pemilihan dan 
mencurigai ada kecurangan bisa mengadukan ke MK yang dijabat oleh ketua 
yayasan. Dalam hal ini sekolah diibaratkan sebagai negara namun dengan 




Kartono (1982:7) Organisasi adalah sistem kegiatan terkoordinasi dari 
kelompok yang bekerja sama mengarah pada tujuan bersama di bawah 
kewenangan dan kepemimpinan. Upaya siswa dalam menerapkan nilai-nilai 
pendidikan politik didalam sekolah yaitu melalui kegiatan organisasi intra 
sekolah (OSIS) merupakan suatu organisasi yang cuma ada didalam sekolah dan 
OSIS ini merupakan sebagai wadah organisasi siswa didalam sekolah, guna 
untuk melatih siswa agar dalam berorganisasi dengan baik dan sesuai dengan visi 
misi sekolah maka organisasi ini bersifat intra sekolah dan tidak menjadi 
organisasi lain yang ada diluar sekolah. Tujuan dari organisasi intra sekolah 
(OSIS) yaitu untuk mengajarkan siswa memiliki jiwa kepemimpinan, 
mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman, dan memberikan 




B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan 
No Judul Hasil Penelitian Perbedaan 
1 Haerul (2019) “Peranan 
Pendidikan Politik dalam 
Meningkatkan Partisipasi 
Politik Siswa Kelas X di 
MA AL-
MUTHMAINNAH” 
Hasil penelitian, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
Pendidikan politik terhadap 
siswa dilakukan oleh tiga 
lembaga pendidikan politik yaitu 
: Guru PPKn, Pembina OSIS, 
dan Pembina Pramuka, siswa 
memperoleh pembelajaran 
politik dari ketiga lembaga 
pendidikan politik tersebut 
sehingga partisipaasi politik 
siswa meningkat yang ditandai 
dengan siswa memiliki 
pengetahuan, sikap, dan prilaku 
politik yang ditandai dengan 
kesadaran siswa berpartisipasi 
dalam pemilihan ketua 
Oraganisasi Siswa Intra Sekolah 
dan ikut aktif dalam Organisasi 
lainnya yang ada di sekolah, 
prilaku politik siswa meningkat 
yang ditandai dengan 
kemampuan siswa berpendapat 
didalam kelas, dan partisipasi 
politik siswa juga meningkat 
dilihat dari tingkat partisipasi 
siswa dalam kegiatan-kegiatan 
ekstrakulikuler sangat aktif. 
Penelitian ini 
membahas tentang 
pendidikan politik siswa 
dalam kegiatan belajar 
pembelajaran, kegiatan 
Osis juga kegiatan 
ekstarakulikuler 
Pramuka. 
2 Martini(2018) “Pengaruh 
Pendidikan Politik Terhadap 
Kesadaran Partisipasi 
Pemilih Pemula Di SMK 
PGRI 1 Cimahi  
Jawa Barat” 
Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa ada pengaruh yang 
signifikan pembelajaran politik 
dengan partisipasi pemilih 
pemula (survei penelitian tentang 
pemilukada walikota Cimahi 
kaitannya dengan mata pelajaran 





politik pemilih pemula 
terhadap kesadaran 




Hasil penelitian ini menunjukan 
hubungan PPKn sebagai 









Partisipasi Siswa Di 
Sekolah” 
pendidikan demokrasi terhadap 
partisipasi siswa di sekolah 
memiliki korelasi dengan tingkat 
hubungan sedang, hal tersebut 
berdasarkan pengujian korelasi 
product moment menggunakan 
aplikasi SPSS dan microsoft 
excel diperoleh nilai signifikan 
sebesar 0,00 hal tersebut lebih 
kecil dari nilai signifikasi sebesar 
0,05 dan diperoleh nilai person 
korelasi sebesar 0,536. Hasil 
penelitian ini menunjukan 
pengaruh positif antara PPKn 
sebagai pendidikan demokrasi 
terhadap partisipasi siswa di 
sekolah, Hal ini berdasarkan nilai 
koefisien korelasi (R) sebesar = 
0,536 dan koefisien determinan 
(R Square) sebesar = 0,287. 
Selanjutnya hasil penelitian ini 
menujukan pengaruh yang 
signifikan antara PPKn sebagai 
pendidikan demokrasi terhadap 
partisipasi siswa di sekolah. Hal 
ini berdasarkan nilai thitung = 
4,994 > ttabel = 1,999 pada taraf 
signifikansi 0,05. 
Antara hubungan PPKn 
sebagai pendidikan 
demokrasi terhadap 

























Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat 
ditentukan dari beberapa faktor yaitu Pengetahuan, Kesadaran politik, Kepercayaan 
(Trust), Motif dan sikap pemilih. Hal tersebut yang menjadi latar belakang pada 
Masalah Penelitian 
1. Pemahaman Pemilihan Umum Siswa di SMAN 3 Malang 
2. Partisipasi Siswa dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMAN 3 
3. Pengaruh Pemahaman Pemilihan Umum Siswa terhadap 




1. Tingkat pengetahuan seseorang 
2. Kesadaran politik 
3. Kepercayaan (Trust) 
4. Motif dan sikap pemilih 
Indikator Partisipasi siswa 
dalam pemilihan Ketua OSIS 
Pengaruh Pemahaman Pemilihan Umum 
terhadap partisipasi siswa dalam pemilihan 
Ketua OSIS di SMAN 3 Malang 
Fokus Penelitian 
1. Pemahaman Pemilihan Umum Siswa 




penelitian ini yang dapat memunculkan masalah penelitian berupa: bagaimana 
pemahaman pemilihan umum yang dimiliki siswa, partisipasi siswa dalam 
pemilihan Ketua OSIS dan pengaruh antara keduanya.  
D. Hipotesis 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Pemilu 
terhadap Partisipasi siswa dalam Pemilihan Ketua Osis. Berikut perumusan 
hipotesis dari penelitian ini: 
Ho : Tidak ada Pengaruh Antara Pemahaman Pemilu terhadap Partisipasi     
siswa dalam Pemilihan Ketua Osis. 
H1 : Ada Pengaruh Antara Pamahaman Pemilu terhadap Partisipasi siswa 
dalam Pemilihan Ketua Osis. 
